Menimbang

Mengingat

RUPATT ROALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR: 42 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUrATI BUALEMO,

bahwa ketentuan pasal 56 Ayat 1 huruf e, dan pasal 62
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Azas
Keadilan, Kepatutan, Rasionalitas dan Manfaat kepada
Masyarakat;

bahwa belanja Hibah digunakan untuk menunjang capaian
sasaran tujuan program kegiatan pemerintah daerah yang di
anggarkan dalam APBD, sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah dalam menunjang fungsi pembangunan PFPemerintah
Daerah Kabupaten Boalemo

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Boalemo tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘lahun 19Y9YY Nomor | /8, Tambahan Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 lahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta keria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2ZYZ2, ‘lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor
17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Menetapkan ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6233):

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Intormasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Repebulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijjakan Bupau dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri
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10.

dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaijiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKFPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
Tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
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19,
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21.

22.

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
Krisis politik, tfenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanijian Hibah yvang bersumber dari
APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD untuk penerbitan Surat Perintah Membayar
Langsung.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh SKPD untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak penerima Hibah atau Bantuan Sosial.
Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya
disingkat SP2D-LS adalah Dokumen yang digunakan
sebagal dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pemerintah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah Bupati dan
perangkat daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten Boalemo.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boalemo yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten Boalemo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Boalemo.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Boalemo.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Boalemo.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Boalemo.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan
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23.

24.

29.

Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

26. Unit SKPD adalah bagian SKPD vyang melaksanakan 1

(6)

(satu) atau beberapa Program.

BAB II
HIBAH
Bagian Umum

Pasal 2
Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memberikan Hibah

kenada-

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lain;

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah; dan/atau

d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. uang: dan

b. barang atau jasa.

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan secara langsung kepada penerima.

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diberikan secara langsung kepada
penerima.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan
dacrali dainn sciclahh mcmprioritaskailn  peinenunail
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai
urgensi dan kepentingan daerah.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

.
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a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang
tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah
Kabupaten Boalemo dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 3

. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan
kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non
Kementerian yang wilayah Kerjanya berada dalam wilayah
administrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo.

. Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada
daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pemerintah daerah lain yang bersangkutan.

. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c¢ diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan untuk
meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten
Boalemo dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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6. kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan
atau lembaga:

a. vang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri Dalam Negeri atau Bupati;

I. Yang Dbersitat nirlaba, sukarela bersitat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat
kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
keberadaannva diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
dan

2. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum yayasan atau organisasi masyarakat yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesual dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

1. Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah atau sebutan lainnya;
dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Kabupaten  Boalemo dan/atau badan atau lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Kabupaten Boalemo untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah.

2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdattar pada KkKementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;
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b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten
Boalemo; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Boalemo.

Bagian Kedua
Pengusulan
Pasal 5

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan atau
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menyampaikan
usuian Hibahn bailk bDerupa uang atdau berupa barang/jasa
secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan TAPD
Kabupaten Boalemo dan Kepala  SKPD sesuai
urusan/tugas fungsi sebelum Penetapan KUA PPAS dan
Perubahan KUA PPAS.

2. Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan
dan satu proposal Hibah untuk kegiatan atau
barang/jasa yang sama.

Pasal 6

1. Usulan tertulis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah
lain, BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) terdiri dari:

a. surat permohonan; dan
b. proposal.

2. Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurut a dan hurut b ditandatanganioleh:
a. pemerintah pusat ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran,
b. pemerintah daerah lain ditandatangani oleh Kepala
Daerah; dan
c. BUMN atau BUMD ditandatangani oleh Direktur Utama.
d. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat:
1. proposal Hibah berupa uang:
a). identitas dan alamat pengusul;
b). latar belakang;
c). maksud dan tujuan; dan
d). rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran
Biava.
2. proposal Hibah berupa barang/jasa:
a). Identitas dan alamat pengusul;
b). Latar belakang;
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¢). Maksud dan tujuan;

d). Jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

e). Volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
f). Lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 7

1. Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (1) terdiri dari:

a. surat permohonan;

b. proposal; dan

c. kelengkapan dokumen administrasi.

2. Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurut a dan hurut b ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan  badan, lembaga  atau organisasi
kemasyarakatan.

3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit memuat:

a. proposal Hibah berupa uang:

1) identitas dan alamat pengusul;

2) latar belakang;

3) maksud dan tujuan; dan

4) rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian
Anggaran Biaya.

b. proposal Hibah berupa barang/jasa:

identitas dan alamat pengusul;

latar belakang:

maksud dan tujuan;

jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan

6. lokasi pemberian barang/jasa.

4. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, paling sedikit terdiri dari:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan
badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum vang telah
mendapat  pengesahan dari Kementerian  yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
atau Peraturan Bupati tentang pembentukan
organisasi/ lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. fotokopi surat keterangan domisili dari Kelurahan
setempat atau sebutan lainnya;

e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari
instansi yang berwenang;
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f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau
dokumen lain yang dipersamakan;

g. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermeterai
cukup vang tercantum dalam Format 1.2 Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan

h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama
badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk
Hibah berupa uang.

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b, huruf ¢ dan huruf f dikecualikan bagi:

a. tempat ibadah;

b. maijelis taklim;:

c. taman/tempat pendidikan Al-Quran, yang dikelola oleh
kelompok masyarakat secara sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan.

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hurut b dan hurut e dikecualikan bagi badan atau lembaga

yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (6).

Bagian Ketiga
Evaluasi Usulan
Pasal 8

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan
kelayakan wusulan Hibah baik berupa uang atau berupa
barang/jasa secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta
untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.

. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi
yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

. bDalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan
lapangan terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau
mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.

. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan
ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam
hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim
evaluasi.

. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti
kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan.
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Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
kepada Kepala SKPD.

. TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana

kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal O

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala SKPD dapat
melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penganggaran
Pasal 10

. Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang atau jasa

dicantumkan dalam RKA-SKPD.

. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan
APBD sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

Ta'ls

Ilibah beirupa uaiig dan [livah bDETupa varaiig atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan
pada DPA-SKPD ke dalam program dan kegiatan/sub
Kegiatan, kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah,
dirinci menurut objek Hibah, rincian objek, dan sub rincian
objek.

;

N)

Pasal 12

Berdasarkan APBD atau perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam
lampiran Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD
atau perubahan APBD.

Bentuk lampiran Peraturan Bupau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah

berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau
DPPA-SKPD.

Pasal 14

1. Penetapan penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa
didasarkan pada Peraturan Daerah tentang
APBD /perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai
penjabaran APBD /penjabaran perubahan APBD.

2. Daftar penerima Hibah berupa uang dan/atau Hibah
berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan besaran wuang atau jenis, jumlah dan nominal
barang/jasa yang akan diHibahkan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang diproses oleh SKPD.

3. Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menijadi dasar penyaluran Hibah.

Paragraf 2
NPHD
Pasal 15

1. Setiap pemberian Hibah berupa uang dan/atau berupa
barang/jasa terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
(PA) dan penerima Hibah berdasarkan DPA-SPKD atau DPPA-
SKPD.

2. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima Hibah;

tujuan pemberian Hibah;

besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;

. hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan

tata cara pelaporan Hibah.

3. SKPD melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan:

a. Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah;

b. DPA-SKPD dan nilai besaran Hibah dalam Peraturan Daerah
tentang APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai
penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD; dan
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c. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima Hibah sebelum
mengajukan permohonan.

. Bentuk NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Bentuk NPHD berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat

dalam NPHD, Kepala SKPD dan penerima Hibah dapat

melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan surat permohonan
peLcairan dari caluil penerima riivai.

Paragraf 3
Pencairan Hibah Berupa Uang
Pasal 17

. Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten

Boalemo kepada penerima Hibah dilakukan setelah

penandatanganan NPHD dan pakta integritas.

. Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan

Hibah kepada Kepala SKPD dilengkapi dokumen

administrasi, meliputi:

a. Surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana

Anggaran Biaya penggunaan Hibah yang telah

disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima

sesual dattar nama penerima, alamat penerima dan

besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD;

NPHD;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus;

Fotokopi rekening bank yang masih aktif;

Kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap

ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi

penerima Hibah atau sebutan lainnya,;

f. Pakta integritas Hibah bermeteral cukup; dan

g. Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat dalam rangkap 2 (dua).
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4. Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau
bertahap.

5. Terhadap penerima Hibah vang dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap
dan sah oleh SKPD, maka Kepala SKPD melakukan proses
pencairan.

6. Bentuk pakta integritas Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurut t tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 18

. Dalam hal pada saat usulan pencairan Hibah berupa
uang terjadi pergantian pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan penerima
Hibah, harus dibuktikan dengan surat keputusan
pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga
yang bersangkutan.

. Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan maka
pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga
yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya
sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan
musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun
anggaran berkenaan.

. Apabila sampai batas akhir pencairan tahun anggaran
berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah
dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap dalam penyelesaian sengketa Kepengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi
anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan dibatalkan.

Paragraf 4
Penyaluran Hibah Berupa Barang/Jasa
Pasal 19

. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai
DPA-SKPD atau DPPA-SKPD Dberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa
pcxucl'iili.d.‘u.

. Kepala SKPD selaku PA/KPA mencatat barang atau jasa hasil
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
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kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja
Hibah barang dan jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa
yang akan diserahkan kepada penerima Hibah tahun anggaran
berkenaan.

. Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa
belum dapat disalurkan maka PA/KPA mencatat barang/jasa
sebagai barang persediaan atau barang dalam proses
pengerjaan.

Pasal 20

. Penyaluran Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
Gaii pania iintegritas.

. Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai
dengan berita acara serah terima.

. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima Hibah
barang/jasa.

Pasal 21

renyeranhan Hibah barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKFPD

selaku PA atau Pengguna Barang, kepada penerima Hibah

setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. berita acara serah terima Hibah barang/jasa bermeterai
cukup, dicap dan ditandatangani;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;

c. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas
bermeterai cukup; dan

d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkap 2 (dua).

. Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dinyatakan lengkap oleh

Kepala SKPD, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan.

. Bentuk berita acara serah terima Hibah barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-

kurangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagilan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
atas pemberian Hibah meliputi:

1.

Usulan permohonan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;

2. Keputusan Bupati tentang Daftar penerima Hibah;
3.
4. Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan

NPHD;

bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan
material penggunaan Hibah; dan

. bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau

bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah
berupa barang/jasa.

Pasal 23

. Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
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b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang
menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah dipergunakan
sesuai dengan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima Hibah berupa barang/ jasa.

. Bentuk laporan penggunaan Hibah sebagaimana

dirmaksud pada ayai (1) huiufl a  tercanium  daladn
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Bentuk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan

Hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

. Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan

material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

. Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan
huruf b kepada Bupati melalui Kepala SKPD untuk Hibah
berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat 1
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(satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai
atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

. Kepala SKPD melakukan pemantauan, evaluasi dan/atau
teguran untuk percepatan penyampaian
pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

. Ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kesesuaian
penggunaan Hibah dengan NPHD menjadi pertimbangan
SKPD dalam mengevaluasi usulan permohonan Hibah
berikutnya.

. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
avat (1) huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima
Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 25

. Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui
Kepala SKPD;
b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai
RAB;
2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;
3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah
sampal dengan realisas1 kegiatan;
4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilaporkan dan
dijelaskan rencana penggunaan sisa dana Hibah; dan
5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c. laporan kegiatan, paling sedikit memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan kegiatan;
3. hasil pelaksanaan kegiatan; dan
4. penutup/ kesimpulan.
. Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan
tanggung jawab bermeterai cukup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b,
ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh:
a. PA untuk Pemerintah Pusat;
b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah lain;
c. Direktur Utama untuk BUMD atau BUMN; dan
d. Ketua/Pimpinann badan, lembaga, atau organisasi
kemasyarakatan.
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Pasal 26

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat oleh

CWDMN acahnoni ranlicact lralAarme V I ‘ 3
Sk sepagal realisasi kelempek belanja operasi, jenis belania

Hibah, objek belanja Hibah uang/barang/jasa, rincian objek
dan sub rincian objek.

Pasal 27

Realisasi Hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Umum
Pasal 28

1. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.

2. Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memberikan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah.

3. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) meliputi:

a. Individu, Kkeluarga dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu,
kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
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Pasal 30

. Bantuan Sosial kepada masyarakat dan lembaga non
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
a dan huruf b merupakan Bantuan Sosial yang
direncanakan dan sudah jelas nama, alamat penerima dan

besarannya pada saat penyusunan APBD atau perubahan
APBD.

Z. Bantuan Sosial berupa uang kepada ndividu dan/atau

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a,

terdiri dari:

a) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan; dan

b) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

. Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau

keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan

besarannya pada saat penyusunan APBD atau perubahan

APBD.

. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana

dimaksud pada avat (2) huruf b dialokasikan untuk

kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat

diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau perubahan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 31

. Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan kepada
masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan usulan dari
masyarakat dan lembaga non pemerintahan.

. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2) hurut a berdasarkan usulan dari:

a) Individu, keluarga; dan/atau

b) usulan Kepala SKPD.

. Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada avat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu
Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

. Batasan pagu usulan dari Kepala SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk Bantuan
Sosial yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Boalemo
yang ditetapkan oleh Bupat.
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1.

Pasal 32

. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

2. Kriteria seleKtit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut

a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada
calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial.

. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili di Kabupaten Boalemo.

. Kriteria Dbersifat sementara dan tidak terus menerus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurutf c¢ diartikan
pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

. Keadaan tertentu dapat Dberkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ diartikan bahwa Bantuan
Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan
Sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan

f.penanggulangan bencana.

Pasal 33

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waijar.

. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan social seseorang,
keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.
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. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga maupun
kelompok masyarakat vang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang

diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

. Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada

penerima yang meliputi:

a.beasiswa bagi anak miskin;

b.yayasan pengelola yatim piatu;

c.nelayan miskin;

d.masyarakat lanjut usia;

e. masyarakat terlantar;

f. masvarakat penyandang disabilitas:

g.tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
dan/atau

h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian
Bantuan Sosial.

. Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima

yang meliputi:

a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyvarakat tidak mampu:

b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;

¢. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial;

d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau

e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian
Bantuan Sosial.
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Bagian Kedua
Bantuan Sosial yang Direncanakan
Paragraf 1
Pasal 35

Usulan Individu, Keluarga, Masyarakat dan/atau Lembaga Non
Pemerintah

1.

Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non
pemerintah dapat mengaijukan usulan tertulis Bantuan
Sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang
yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala
SKPD sesuai urusan/tugas dan fungsi dan Kepala Bapppeda
paling lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan.

. Setiap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan
dan/atau satu proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan atau
barang yang sama.

Pasal 36
. Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berupa:

a. Surat Usulan, paling sedikit memuat:

a. identitas pengusul;
b. alamat pengusul; dan
c. maksud dan tujuan;

b. Contoh Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada hurut
a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

surat pernyataan tanggung jawab;

surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan

setempat; dan
4. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

Usulan tertulis dar lembaga non pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berupa:

a. proposal, paling sedikit memuat:

identitas pengusul;

alamat pengusul;

latar belakang;

maksud dan tujuan; dan

rencana penggunaan Bantuan Sosial/Rencana

Anggaran Biaya atau kebutuhan barang untuk
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Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang
barang.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:

3

2.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan
lembaga;

fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang
telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang
membidangi hukum atau Keputusan Bupati tentang
pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain
yang dipersamakan;

. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari

Kelurahan setempat; instansi yang berwenang;

. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah

atau dokumen lain yang dipersamakan;

. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai

cukup; dan

. salinan rekening bank yang masih aktit atas nama

lembaga.

Paragraf 2

Usulan Kepala SKPD atas Bantuan Sosial Yang
Direncanakan Berupa Uang Kepada Individu dan/atau
Keluarga.

Pasal 37/

. Kepala SKPD dapat mengajukan usulan tertulis

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang
kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a kepada
Bupati.

. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

berdasarkan pendataan SKPD dan tanpa
permohonan  tertulis dari individu dan/atau
Keluarga.

. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat data:

a. Nama calon penerima Nomor Induk Kependudukan,
alamat, usia, ienis kelamin; dan

b. besaran Bantuan Sosial.

. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berupa data softcopy dalam bentuk PDF dan/ atau
hardcopy.

Surat usulan Kepala SKFPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

. Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara formal
dan material atas data sebagaimana dimaksud pada avat
(3) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung
jawab mutlak bermeterai cukup.

Paragraf 3
Evaluasi Usulan
Pasal 38

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (l)
melakukan evaluasi fterhadan kelengkanan keahsahan dan
kelayakan usulan Bantuan Sosial baik berupa uang atau
berupa barang secara tertulis dan dokumen terkait lainnya
serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi
usulan.

. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.

. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi
vang ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD.

. Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan
lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan
koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait
lainnya.

. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan
kelayakan usulan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil
penelitian administrasi vang ditandatangani oleh tim evaluasi.

. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial untuk meneliti
kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di
lapangan.

/. Bentuk hasil penelitian administras: dan bentuk berita acara

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada Kepala SKPD.

Pasal 39

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), Kepala SKPD dapat
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melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

. Dalam hal hasil penelitian administrasi peninjauan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah
sesuai atau berdasarkan data usulan Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala
SKPD mencantumkan alokasi anggaran Bantuan Sosial
berupa uang dan/atau berupa barang dalam rencana
Kerja SKPD.

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab penuh secara tformal dan material
terhadap alokasi pemberian Bantuan Sosial berupa
uang dan/atau berupa barang.

. Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai dasar pencantuman dalam Rencana Keria
Pemerintah Daerah dan untuk selanjutnya dituangkan
dalam KUA-PPAS atau perubahan KUA-PPAS.

. TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana
kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesual dengan prioritas dan kemampuan Kkeuangan
daerah.

Paragraf 4

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 41

. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan

berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang

direncanakan dalam APBD atau perubahan APBD

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 42

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan
berupa barang dianggarkan pada DPA-SKPD ke dalam
program dan kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja
operasi, jenis belanja Bantuan Sosial. obiek belanija
Bantuan Sosial yang direncanakan, rincian objek, dan
sub rincian objek.

Pasal 43

1. Berdasarkan APBD atau perubahan APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, daftar nama
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penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan
Sosial dicantumkan dalam lampiran.

. Bentuk lampiran daftar nama penerima, alamat penerima

dan besaran Bantuan Sosial dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan
berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD
atau DPPA-SKPD.

L.
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Pasal 45

Penetapan dattar nama penerima Bantuan Sosial
berupa uang atau barang didasarkan pada Peraturan
Bupati mengenai Penjabaran APBD/Penjabaran
Perubahan APBD.

. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati yang diproses oleh SKPD.

Paragrat 5
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 46
Daneritmna Raontitan Qahacial yana Airencanalr-on harmiinns
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uang mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan

Sosial melalui Kepala SKPD dilengkapi dokumen

administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial, yang
dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan
Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
daii reratuiail Dupall 1ne€iigenal reiyavaiall
APBD /Penjabaran Perubahan APBD dan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan
Sosial,

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan
ditandatangani penerima Bantuan Sosial,;
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e. pakta integritas Bantuan Sosial bermeterai cukup;
dan

f. Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

. Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan

berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau

bertahap.

. Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPD, maka Kepala

SKPD melakukan proses pencairan.

. Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara formal

dan material terhadap proses pencairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

. Bentuk pakta integritas Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang
Pasal 47

. Kepala SKFD melakukan proses pengadaan barang
sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

. Kepala SKPD mencatat barang hasil pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kelompok
Belanja operasi jenis belanja Bantuan Sosial, objek
belanja Bantuan Sosial barang, rincian objek Bantuan
Sosial dan sub rincian objek tahun anggaran
berkenaan yang akan diserahkan kepada penernima
Bantuan Sosial.

Pasal 48

. Penyerahan Bantuan Sosial barang dilakukan oleh
Kepala SKPD kepada penerima Bantuan Sosial setelah
dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. berita acara serah terima bermeterai cukup,
dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala SKPD
selaku PA dan penerima Bantuan Sosial;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

—
I KARAG D n ags 53
LR UM TOR

e
P

WABU® |




c. pakta integritas bermeterai cukup; dan
d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan jika diperlukan.

2. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

3. Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan
Sosial dapat dilakukan.

Paragraf 7
Pelaporan dam Pertanggungjawaban
Pasal 49

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang
dan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan
Bantuan Sosial kepada Kepala SKPD.

Pasal 50

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan
berupa barang dicatat oleh SKPD sebagai realisasi
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objek belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang rincian
objek dan sub rincian objek.

Pasal 51

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boalemo
atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
Bantuan Sosial;

c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh
baik secara tormal dan material atas penggunaan Bantuan
Sosial; dan

d. bukti transfer atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang
atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan
Sosial berupa barang.

2. Penerima  Bantuan Sosial yang  direncanakan
bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

3. Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (<)
meliputi:
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a. laporan penggunaan Bantuan Sosial,

surat pernyataan tanggung jawab yang

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima

telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima
Bantuan Sosial berupa barang.

4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala SKPD untuk Bantuan Sosial
berupa uang dan berupa barang.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi
dalam rangka percepatan penyampaian laporan
penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

7. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima
Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

o

Pasal 52

Realisasi Bantuan Sosial yvang direncanakan
dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Boalemo dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 53

1. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang
yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan
Sosial sampalr dengan akKhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca.

2. Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa
barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Boalemo.
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Bagian Ketiga

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

e RS A A LA A sA s

Paragraf 1
Penganggaran
Pasal 54

. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial
vang  tidak dapat diperkirakan pada  saat
penyusunan APBD.

. Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak terencana
sebelumnya dapat mengacu pada estimasi atas
kejadian tidak terencana tahun sebelumnya.

. Kepala SKFPD dapat mengusuikan esumasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BKAD sebelum
KUA- PPAS/KUPA-PPAS ditetapkan.

. Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu
alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

. Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja
Tidak Terduga.

Paragraf 2
Pengusulan
Pasal 55

. Kepala SKPD menyampaikan usulan permintaan atas
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala
BKAD secara tertulis.

. Ketentuan mengenai evaluasi kelengkapan, keabsahan
dan kelayakan usulan Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap usulan permintaan atas Bantuan
Sosial yang tidak dapat direncanakan sebeiumnya.
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Paragraf 3
Pencairan dan Penyaluran
Pasal 56

. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya diusulkan oleh Kepala SKPD terkait dengan
tata cara sebagai berikut:

a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja kepada pejabat pengelola keuangan daerah
selaku Bendahara Umum Daerah;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan
BTT kepada Kepala SKPD terhitung sejak diterimanya
KKB dengan memperhatikan Ketersediaan, prioritas
penggunaan anggaran BTT dan kemampuan keuangan
daerah.

. RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

nama, alamat dan besaran Bantuan Sosial.

. Berdasarkan hasil verifikasi RKB dengan ketersediaan,

prioritas penggunaan anggaran BTT dan kemampuan

keuangan daerah, BKAD selaku PPKD memproses

Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan

Pembayaran, Surat PFerintah Membayar dan SPZD

Belanja Tidak Terduga untuk ditransfer ke rekening

bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD.

. SKPD menvyalurkan Bantuan Sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya kepada individu/keluarga

penerima Bantuan Sosial sesuai dengan RKB yang
diajukan.

. Dalam hal masih terdapat Bantuan Sosial tidak

dapat disalurkan sesuai dengan RKB, maka atas sisa

Bantuan Sosial tersebut disetorkan ke RKUD.

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab penuh secara formal dan material

terhadap usulan dan penvaluran belanjia Bantuan

Sosial yang tidak direncanakan dan RKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

. Dalam hal keadaan mendesak atau darurat bencana

pencairan dan penyaluran dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 57

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD mencatat Penerimaan dan
penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya pada buku kas umum
khusus untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

2. Bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD melakukan tutup buku Kas Umum
Khusus Bantuan Sosial dan melaporkan

Pertanggungjawaban kepada Kepala SKPD paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran Bantuan
Sosial selesali.

Pasal 58

1. Pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pemberian
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
mehputi:

a. laporan penyaluran Bantuan Sosial;

buku kas umum Khusus Bantuan Sosial;

RKB,;

Bukti transfer atas penvaluran Bantuan Sosial

kepada penerima Bantuan Sosial; dan
e. bukti penyetoran sisa anggaran BTT ke kas daerah.

2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf d disampaikan kepada
Kepala BKAD paling lambat | (satu) bulan setelah
penyaluran Bantuan Sosial.

2l L -

Pasal 59

Penerima Bantuan Sosial vang tidak dapat
direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara
formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial
yang diterimanya.

Pasal 60

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial
vang tidak direncanakan sebelumnyva dicantumkan
pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Boalemo dalam tahun anggaran berkenaan.
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BAB IV
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Bagian Kesatu

Pasal 61

1. Bantuan keuangan partai politik dari APBD diberikan
oleh Pemerintah Kabunaten Roalemo setian tahun

2. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah partai politik yang mendapatkan kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara proporsional yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

4. Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada

partai politik sebagaimana dimaksud pada avat (3)

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan

suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) berdasarkan pada hasil penghitungan

suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPUD.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 62

. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik
dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menangani
urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penganggaran Hibah bantuan keuangan
Kepada paiial politk dalauir AFDD alau peirubahail
APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 63

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek
belania Hibah bantuan keuangan Kepada partai politik,
rincian objek, dan sub rincian objek.
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Pasal 64

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan
kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Bantuan Keuangan
Pasal 65

(1) Pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten
mengajukan surat permohonan bantuan keuangan
partai politik kepada Bupati dengan tembusan
disampaikan kepada Kepala SKPD vang menangani
urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

() Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lain.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai
politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap
kelengkapan administrasi berupa:

a. surat keputusan DPP partai politik yvang
menetapkan susunan kepengurusan DPD partai
politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik
atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga masing-masing partai politik;

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib
Pajak;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan
perolehan kursi dan suara partai politik hasil
pemilihan umum Dewan Perwakilan Kakyat Daerah
Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang
dibuktikan dengan pernyataan pembukaan
rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan
partai politik diprioritaskan untuk pendidikan
politik;

t. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
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Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

g. surat pernyataan ketua partai politik yang
menyatakan bertanggung jawab secara formal dan
material dalam penggunaan anggaran bantuan
keuangan partai politik dan bersedia dituntut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris,
dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas
meterai dengan menggunakan kop surat partai
politik.

Pasal 66

1. Atas pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1) dilakukan verifikasi kelengkapan
administrasi oleh Tim Veritikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan partai politik tingkat daerah Kabupaten.

2. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan

bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita

acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

3. Pembentukan tim verifikasi dan pelaksanaan

verifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencairan
Pasal 67

1. Pencairan Hibah bantuan keuangan kepada partai
politik dilaksanakan oleh SKPD yang menangani
urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mekanisme
pembayaran langsung ke nomor rekening kas umum
partai politik.

2. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan
Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan:

a. DPA—SKPD/DPPA-SKPD;

b. surat pengajuan;

c. berita acara hasil verifikasi; dan

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

3. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD dengan
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menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi dan daftar
kelengkapan dokumen, Kepala SKPD selaku PA/KPA
menerbitkan SPM-LS.

4. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada avat (3),
disampaikan kepada Kuasa BUD untuk proses
penerbitan SP2D-LS.

5. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) dilaksanakan sesuail ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelanoran dan Pertangguingiawahan
Penggunaan Bantuan Keuangan
Pasal 68

1. Partai politik penerima bantuan kenangan vang hersumber
dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

2. Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 69

Partai politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana APBD paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

Pasal 70

Partai politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1
(satu) tahun sekali kepada Bupati melalui SKPD yang
menangani urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan
Umum Kesatuan Bangsa dan Politik setelah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 71
Pelaporan dan Pertanggungjawaban penggunaan

Bantuan Keuangan dilaksanakan sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
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BAB V
Larangan dan Sanksi
Pasal 72

1. Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang:

a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial
yang diterima kepada pihak lain di luar usulan
atau proposal; dan

b. tidak menggunakan dana Hibah sesuai dengan
proposal yang diajukan; dan/atau

c. menggunakan dana Hibah di luar kegiatan sesuai
dengan proposal yang diajukan.

Z. Penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial
wajib mengembalikan dana Hibah atau Bantuan
Sosial vang diterima kepada Pemerintah Kabupaten
Boalemo dengan cara disetor ke rekening kas daerah.

3. Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak
mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam
pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah atau
Bantuan Sosial pada pengajuan atau usulan
berikutnya.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darl
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun Anggaran 2013, yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 12
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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LAMPIRAN 1

(SURAT USULAN BANTUAN SOSIAL DARI INDIVIDU, KELUARGA
DAN MASYARAKAT)

SURAT USULAN BANTUAN SOSIAL

Kepada Yth.
Bupau Boalerno
Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Nomor KTP
Alauniat

Pekerjaan

Dengan ini saya mengajukan usulan Bantuan Sosial sebesar

O S PR (terbilang) kepada
Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut

Berikut saya lampirkan dokumen untuk pemenuhan pemberian
bantuan sosial. Demikian saya sampaikan, atas perkenannya saya
ucapkan terima kasih.

NAMA JELAS

Tembusan :
1. Kepala SKPD terkait (contoh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boalemo).

2. Kepala Bapppeda
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LAMPIRAN 2

{SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEN GUSULAN!}

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH/ BANTUAN SOSIAL)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama
No. KTP
Alamat Jabatan
Nama Lembaga Alamat Lembaga

Saya selaku Ketua/Pmpiman/Kepala =) .................. (Lembaga Pemohon

bantuan), dengan ini menyatakan bahwa

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data
yang diajukan di dalam surat usulan/proposal bantuan untuk
Tahun Anggaran dan apabila di kemudian hari ternyata

ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap
bertanggungjawab dan menanggung segala konsekuensi hukum
yang timbul.

2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan
bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materiil
apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten
Boalemo
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LAMPIRAN. 3

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

MATTTTAT ANTAVAY ATYANT
LA LVIN AN Ain

.............

Nomor

Pada hari ini ................ tangeal ..o ovxees bulan... tahun

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan

T rand m mmml e mam L
1LoCvivucaocr wt

terkait).................

Nomor e tanggal......ooo | =35 4 - o N tahun
telah melakukan penelitian administrasi terhadap:

-

...........

Nama (Lembaga)
Alamat (Lembaga)

Nilai Usnlan Rp..ccoscomencsss

Dengan hasil sebagai berikut:

No Data Administrasi Ada T;c(lizk Keterangan

A. | Keilengkapan proposai usuian hibain/
bansos :

Identitas dan alamat pengusul

2 | Latar belakang
3 | Maksud dan tujuan

Rincian rencana kegiatan (jadwal
pelaksanaan kegiatan)

9]

Rincian rencana pengguraan nibai/
bansos (rincian anggaran biaya)
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No.

Data Administrasi

Ada

Tidak
ada

Keterangan

Dokumen Administrasi

fotokopi ~ Kartu Tanda Penduduk (KiP)
Ketua/pimpinan badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan *)

fotokopi Akta Notaris pendirian badan
hokum yang telah mendapat pengesa.han
atau  Keputusan  Guberriur tentang
pembentukan organisasi/lembaga atau
dokumen lain yang dipersamakan *)

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *)

Fotokopi  surat keterangan  domisili
organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan
setempat atau sebutan lainnya *d

fotokopi izin operasional/tanda daftar
lembaga dari instansi yang berwenang ki)

Fotokopi sertifikat tanah / bukti
kepemilikan tanah atau bukti perjanjian
sewa bangunan/gedung dengan jangka
waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun atau
dokumen lain yang dipersamakan ¥*)

suratpernyataan tanggung jawab
bermeterai cup¥)

salinan rekening bank yang masih aktif]
atas namabadan, lembaga atau organisasi
emasyarakatan

Fotokopi SK kepengurusan atau
dokumen yang dipersamakan®)

10.

bantuan yang pernah diterima tahun
sebelumnya apabila ada (tanda terim
ﬂ.ﬂporaﬂ nertanggning-iawahan)*)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :
*disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon.

KETUA TIM EVALUASI

(NAMA JELAS)
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LAMPIRAN 4

(BENTUK SURAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL EVALUASI HIBAH/BANTUAN
SOSIAL DALAM BENTUK UANG, BARANG ATAU JASA)

KOP SKPD/UNIT SKPD

NOmMOT 3 wevsememememsse  sasevessssesse 20
Sifat < ———
Lampiran ¥ i Kepada
Hal : surat pemberitahuan Hasil

evaluasi Hibah /Bantuan Yth. Pemohon Hibah/Bantuan

Sosial

di
Tilamuta

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan
Sosial *)yang diajukan kepada Gubernur sesuai surat Nomor.........
tanggal.........oone hal onnmes dan setelah dilakukan penelitian
administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan
permononan niban/bantuan sosial sebagalmana dimaksud udak
dapat diproses atau dikurang menjadi Rp. ........ *.

Atas pengurangan tersebut untuk menyampaikan Rencana
Penggunaan Hibah /Bantuan Sosial *).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan

. terima kasih.
' Kepala SKPD

(Nama Jelas)

Tembusan :

1. Bupati Boalemo

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Selaku Ketua TAPD
*) pilih salah satu

**) apabila ditolak (tidak dapat diproses)

apabila dikurangi (atau dikurang menjadi Rp........... )
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FORMAT 5

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
SOSIAL

No. | Nama Penerima Alamat penerima Jumlah
1

3 Dst
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LAMPIRAN. 6

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH BERUPA UANG)

NOMIOE @ § sasweesmsss 090 0 sesiiSesmiisissisassass 20..
Sifat G
Lampiran - N Kepada
Hal : Permohonan Penandatanganan
NPHD a.n. (nama pemohon Yth. Kepala SKPD
hibah) (Nama SKPD/UNIT SKPD )

di

Sehubungan dengan Hibah Daerah yang diajukan, kami:
Nama TSRS
Alamat O
Nominal Sebesar t D cosmmmmmmasmmmmrsn

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah definitif

telah sesniai dengan rincian angearan hiava /rencana

penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh (Nama SKPD/).

2. Berkenaan hal tersebut untuk kami mohon untuk dapat

dilaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
mAamiras A 1- Anln ™ +

sCSual acngan Aotentuan yang tereantum Gauam Pcraturan
Bupati Boalemo Nomor ............. TREME csacvsmnuasnnns tentang
................. (Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata

cara pemberian hibah/bantuan sosial).

Deinikiaii surat perinolionail peiiaiidalangaiiain INCOLD il
disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

PENERIMA HIBAH,

(NAMA JELAS)

_%:3 son| |ass | senph | wneue




Pada, hary i1 ..comesevens tanggal .......... 2.5 ) 1= ¢ EEROTTR—— tahun

LAMPIRAN. 7

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG)
PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

TENTANG

yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

1.

Nama : ........

Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD / UNITSKPD (sesuai dengan
Nama SKPD / UNIT SKPD dan alamat pejabat penandatangan);

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

Nama :

JaDAtEN: oo . Derkantel A1 JL wesusaaessaramas , dalam hal ini

menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/ Kepala

Daerah yang bersangkutan {Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah

Daerah) dan Pasal..oean

Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/

Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor yang
dibuat dihadapan Notaris di ...... sebagaimana telah disahkan
melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat
dalaull Delita INEgala REpuDliKs 1IGUIIESia INULIUL
Tahun ...... tanggal ...... dan tambahan Berita Negara Nomor ....
Tahun 2

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah /Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:

Kepala SKPD /UNIT SKPD

Penerima Hibah

™ ..
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10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tontang Dorboendaharaan Ncogara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung

‘ﬂ!\rﬂk anl'")ﬂﬂr_!ﬂ Naonra ﬂ ﬂﬂ'\h‘:"‘ﬂﬂ Namnra Pariihlil- Tﬂr‘f‘\ﬁﬂﬂ';"l Tﬂ"\‘lﬂ ’)ﬁnﬂ
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomaor 422A):65

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomwor 82, Tambaliann Lembaran Negala Republik [ndunesia Noior 5234,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 858,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);




13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor
1781);

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi.
(nama SKPD) Nomor .......... tanggal .......... , PARA PIHAK sepakat
untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat
dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(i) FIHAK PERTAMA memberikan Hiban bDerupa uang kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai
dengan Rencana Penggunaan Hibah/ Proposal yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah
daerah ini.

(3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk

Kepala SKPD /UNIT SKPD i \

' Penerima Hiban J ]

ERAE # 1
T 2 |




Pasal 2

PENGGUNAAN
(1) PTHAK KEDITA mengounalzan belania hibah berupa uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan
Rencana Penggunaan Rencana Penggunaan Hibah/ Proposal.

Pasal 3

HAAR DAN KEWAJIBAN FPIHAK

KEDUA

(I) PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang
disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi
oleh PTHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain selain yang tertuang
dalam NPHD ini.

(3) PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.

(4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Kepala SKPD/ Unit SKPD yang meliputi laporan keuangan dan
laporan kegiatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran

herilluitnya

(5) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan,
menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK
PERTAMA

(1) PPHAK PERTAMA mencairkan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA

P e Tallal bl v eafar 1ra wAalrascsrme DAl DILTA LS TIETHhYTTA bl ~aliasrs 1~

persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah
dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/
belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan
dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| Kepala SKPD /UNIT SKPD . ]

| Penerima Hibah [
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Pasal 5

SANKSI

(1Y AsnmnTibla DIJALY WEMTITA TMAALs smalalranmalr-an lraciatns aahacaisaass e
L 4] 4MPJCARSRACL & AL RS AER ARMESAS N4 A ASNAGAN DOIUAGANMOGAICUINGIIL DVOREALGIE DU U GRciiiiaiiia

dimaksud dalam Pasal 1 dan/ atau melaksanakan kegiatan tidak
sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka harus mengembalikan
dana Hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui
rekening Kas Daerah.

Demikian Perjanjian Hibah ini1 dibuat dan ditandatangani di Tilamuta
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dna), masing-
masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar
untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NAMA JABATAN, KEPALA SKPD / UNIT SKPD (NAMA SKPD /
UNIT SKPD ),
NAMAJELAS
NIP/ NRP*)
*] bagi penerima hibah instansi Pemerintah NAMA JELAS
IR umunismesssasausdueidsumsainisss
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LAMPIRAN. 8

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA)
PERJANJIAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DAN
(NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

TTIAATIIATITANT TTTTDATT THYAT ARA TITOAT/TTTTS TOYATHIANT
L L IVAIL PR GANAI AN L BLA FPRA L LSUNRATRIVE ALY L WAEY LSRN

Pada Etl I oo tangeal e DRlEN s tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ........

Dalam Jabatan Kepala SKPD/ UNIT SKPD
berkantor di Jln.

.................... dalam hal ini menjalani jabatannya
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan
Bupati Nomor ...... L0 o 12 § 8 ) T :

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
IT. Nama :
Jabhatan _ herkantor di .ln , dalam hal ini
menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/ Kepala
Daerah yang bersangkutan {Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah
Daerah) dan Pasal.............
Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/
Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor yang
dibuat dihadapan Notaris di ...... sebagaimana telah disahkan
melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor . . yang dimuat
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun ...... tanggal ...... dan tambahan Berita Negara Nomor ....
Tahun ’

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah /Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai
berikut: |

Kepala SKPD /UNIT SKPD

Penerima Hibah

P
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

am A mam e AT memm e 1 Malecan AINNA dhmamdmam e Db nan d m e cvam o mam AT e e e

uudaug-uuung Nomor 1 Tahun 2004 Leintang Perpendahiaraaii ut:scua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

'T\ﬂﬂﬂmlﬂﬂ Tﬂ\'l’ ﬂh Vﬂ1lﬂﬂﬁﬂﬂ “]O”Qfﬂ f‘ ﬁ"‘l“\l’\ﬂv‘f\ﬂ “‘I’ﬂ(fﬁ"”ﬂl Dﬂﬂ'l"]’\]i‘l’ Tﬁ(“ﬂﬂﬂﬂ‘lﬂ
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Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 2002 Nomor 47 Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);65

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139);
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12.

13.

14.

15.

16.

1.7.

1.8

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019,
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020
Nomor 1781);

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai rekomendasi (SKPD)
Nomor.... Tanggal ....... . PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
Perjanjian Hibah dalam bentuk barang/jasa, dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada

PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK
PERTAMA dengan rincian barang sebagai berikut:

Jumlah | Spesifikasi |  Nilai -
Barang/Jasa | Barang/Jasa [Barang/Jasa| " "

bt A
o

Jumlah

(2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/

AG | DA O
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Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
naskah perjanjian hibah daerah ini.
(3) Pengguna hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan untuk .................

4} P\Aubcrlau Hnbuh o\.baguunxmxu duud{S"d yudu ayat ‘2} dan c.t:y'ut 3}

dalam bentuk barang/ aset, maka / aset tersebut menjadi milik
PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/ neraca PIHAK KEDUA.

i
\

Pasai 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA
dengan jenis/ spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan
kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oieh
PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA  dilarang mengalihkan Hibah  barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

(3) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah

hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal i ayat (3), dan
menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa

Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu)
bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat
tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK
PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas perigajuan

penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
dan dinyatakan lengkap dan benar.

(2) PIHAK PERTAMA menunda penyerahan hibah barang/jasa apabila
PIHAK KEDUA tldak/belum memenuhl persyaratan dan
kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) PIHAK PERIAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan
pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang
diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PENYERAHAN HIBAH
BARANG/JASA

(1) Untuk penyerahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus
meiengkapi dokumen sebagai berikut:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
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c. surat pernyataan tanggungjawab bermeteral cukup; dan
d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2JPIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK
PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa
sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-
undangan.

(3)Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah barang/jasa
sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan Hibah
barang/Jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah
dan/ atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/ atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau
Laporan Audit, maka dapat dilakukan penundaan dan/ atau
penolakan dalam pengajuan usulan dan/ atau pencairan hibah
dan/ atau bantuan sosial.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Tilamuta
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua),
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu)
eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA NAMA JABATAN, PIHAK PERTAMA

KEPALA SKPD / UNIT SKPD (NAMA
SKPD / UNIT SKPD ),

NAMA JELAS NAMA JELAS

NIP (bagi penerima hibah instansi 1 e PP e S O e
Pemerintah)

ta |ofeee| pos | senpa [wnaue
l wig



LAMPIRAN. 9
(PAKTA INTEGRITAS HIBAH)

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...... Tahun ...... dan
Peraturan Guberriur Nomor ..... Tahun , dengan rat kami yang

Haﬂohﬂnfgﬂnnﬂ rh h-:nv‘oh i

bertandatangar ah ini:
Nama

No. KTP/ NIP/ NRP #*)

Jabatan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Sebagai penerima hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupatan
Boalemo Tahun Anggaran ......... sebesar Rp .. . i s o s
rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagal berlkut

. : jurmian Rp.
No. Uraian Kegiatan/ Penggunaan Chinian =P

1 1 Nama Kegilatan .......... Rp.
(Uraian Belanja ) Rp. . . ......
(Uraian Belanja ) Rp. ...

Contoh :
Belanja Konsumsi Rp.50.000,-
Belanja ATK Rp.20.000,-
2. Nama Kegiatan ............ Rp.
Uraian Belanja ) Rp. .. .........
Uraian Belanja) Rp. ............
Contoh :
Belanja Konsumsi Rp.50.000,-
Belanja ATK Rp.20.000,-
JUMLAH RP: s sniansin
KESELURUHAN | .....
...... T

Dengan ini menyatalcan bahwa :

1. Akan melaporkan dan mempertanggurigjawabkan penggunaan dana
hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupatan Boalemo kepada
Bupati melalui BPKD selaku PPKD dengan tembusan ...............
(Nama SKPD ) paling lambat tanggal 10 bulan Maret tahun
anggaran berikutnya;

Akan melalcsanalcan kegiatan sesuai dengan proposal yang
diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani, serta
bertanggungdawab secara formal dan materiali atas penggunaan
dana hibah yang diterima.

3. Tidak akan mengalihkan anggaran belanja hibah kepada pihak lain;
dan

4. Bersedia dituntut sesuai dengan hukum vang berlaku di
Republik Indonesia apabila dikemudian hari terdapat
penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang diterima.

2
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Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlalc ini dibuat di
atas meterai secukupnya untuk dapat dipergunalcan sebagaimana
mestinya.

Milasmritn
1 lachirind Ly,

NAMA JABATAN
(meterai 10.000)

(NAMA JELAS)
NP MBE oemnuiavsess i "

‘) bagi penerima hibah instansi pemerintah

1
1 mFa v;-.ﬁﬂ-mw 4 _?_r;__i
L ) .. _,




LAMPIRAN. 10

(PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL)

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ......... Tahtan ...... dan
Peraturan Bupati Nomor

-1 o e U Ay ¢ e g N L o e S
..... latiull ........, UCLI¥ALL 1111 I 1y 1¥ i

No KTP

Jabatan :
Nama Lembaga *) :
Alamat :

Sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk uang dari
Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran ......... sebesar
o R (o rupiah) yang akan digunakan untuk
lfegiatan sebagai berikut :

T, S P o P
No. Uraian Kegiatan/ Penggunaan [FOREAE !
1. Nama Kegiatan . . ......
(Uraian Belanja ) Rp. . R
(Uraian Belanja ) Rp. ............
Contoh :
Belaiyja Koinsuinsi Rp. 50.000,-
Belanja ATK Rp. 20.000,-
2. NamakKegiatan.:..:::
UraanBelanja)Rp.:.:.. B siomssmmesmmamrmmsns
UraanBelanja) Rp.:....
Contol :
Belanja Konsumsi Rp. 50.000,-
Belanja ATK Rp. 20.000,-
JUMLAH KESELURUHAN Rp.
e s e nms s

Dengan ini menyatakan bahwa :

1, Akzan melaporkan dan mempertanggsungjawablkan penggunaan dana
bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Boalemo
BepaAE. cccumssvmmasinvissiivasesiie s s melalid ..onanauuesiess dengan
tembusan ............... (Nama SKPD / UNIT SKPD ) paling lambat tanggal
10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya;

Akain melaksailakail Kegiatain sSesuai dengain  pioposal yaiig
diusulkan, serta bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan dana bantuan sosial yang diterima;

3. Tidak akan mengalihkan anggaran belanja bantuan sosial kepada
pihak lain;
4. Bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik

(39

KAPAG | DM slaDm o
_w!_ ufi: foo_| sengn [ wnse
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Indonesia apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan/
penyalahgunaan dana bantuan sosial yang diterima.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat diatas
meteral secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tilamuta,
NAMA JABATAN
(meterai 10.000)

(NAMA JELAS)
MR TR o vameoniisin i +

‘) bagi penerima hibah instansi pemerintah

| nagaa fou N
1oHURUM | WABLM }
FHE f__._“




LAMPIRAN 11

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / JASA

Pada hari ini......... tanggal ......... bulan ......... Tahun....... Kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama D I R R R AR R e
Jabatan : Kepala SKPD / UNIT SKPD ........cccccuu.......
Alamat B T e a s R A e A A ORI RSt

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama B AR R R A S TR S N S
Jabatan : Penerima Hibah /Bantuan Sosial

Alamat e T TR S T P e s S B A e e e

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor-...... Tabun...... Tanggal........ 4 PIHAK PERTAMA
menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menyatakan telah menerima barang dari PiHAK PERTAMA
berupa daftar terlampir:

Jumlah Spesifikasi Nilai
No. | Nama Barang / Jasa Barang/Jasa | Barang/Jasa | Barang/Jasa Keterangan

Jumlah

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini
dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut
dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita
acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta
dipergunakan untuk keperluan [ternpat dimana barang itu
dibutuhkan).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NAMA JABATAN KEPLA SKPD/UNIT SKPD
Selaku

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG
(NAMA JELAS)
NIP (bagi penerima hibah instansi
pemerintah)
(NAMA JELAS)
* Untuk Hibah NIE s mammmsemenmsmsesseis i mmsmt

]
Hgfﬁﬁ N lbﬂ SEK#A WABU® |




LAMPIRAN 12

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL

LAPORANPENGGUNAAN
HIBAH/ BANTUAN SOSIALY

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [Nama ]_,embaga)

TAHUN ANGGARAN

LOGO
LEMBAGA

NAMA LEMBAGA ALAMAT



KATAPENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMETERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA

HIBAH/BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/RAB/NPHD

DAFTAR ISi

A. lLaporan Keuangan

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesuai

RAB)

(sesuai format bawah ini)

¢ . Anggaran Realisasi Saldo
No. Uraian Kegiatan Keteran
i (Rp) (Rp) (Rp) =
- Rincian Realisai Kegiatan Penggunaan Dana Hibah /Bantuan
Sosial
(sesuai format dibawah ini)
; . Anggaran Realisasi Saldo
No. Uraian Kegiatan Keterangan
= (Rp) (Rp) (Rp) 8

Rekening Koran

Bukti Setoran Pengambilan sisa Dana Hibah ke Kas Daerah*
(jika ada sisa dana hibah)
B. Laporan Kegiatan

- Pendahuluan

- Pelaksanaan Kegiatan

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan

C. PENUTUP

- Kesimpulan

LAMPIRAN - LAMPIRAN
*) pilih salah satu

SE

WABUP
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LAMPIRAN. 13
SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL¥)
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. KTP/NIP/NRP *)
Jabatan

Nama lembaga
Alamat Lembaga

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

.................................................

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah/Bantuan Sosial ¥
dari Pemerintah Daerah Kaputen Boalemo Tahun Anggaran .............
Sebesat RY .iucvsmmsrsssimmsis U rupiah) telah digunakan sesuai
dengan Naskah  Perjanjian Hi bah Daerah [(NPHD) yang telah
ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
dengan .......coooiiiiiiiiiiiinn... mama lembaga **) /Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dan Proposal yang diusulkan*™), dan saya bertanggung
jawab atas penggunaan dana hibah /bantuan social tersebut baik
secara pidana maupun perdata dan tidak melibatkan Pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat diatas meterai untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................................. ( Jabatan)

...........................................

* pilih salah satu
) untuk Hibah
#%  untuk Bantuan Sosial

—
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LAMPIRAN. 14

(USULAN BANTUAN SOSIAL INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DALAM
BENTUK UANG DARI KEPALA SKPD/UKPD)

KOP SKPD/UNIT SKPD

MOHIOY 5 scovsmmmusnisienss 00 eiaeseeibiehsseammmmrns 20...
BHAE 0 semssssuaseass
Lampiran’ @ coaneinssssssse Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan
Sosial Kepada Individu dan/atau Yth. Bupati Boalemo
Keluarga dalam bentuk uang di
Tilamuta
Sesuai Peraturan Bupati Boalemo Nomor ...... Tahun ....,
dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Nip
Jabatan
Dengan ini mengajukan usulan permohonan social atas :
Nama
NIK/Nomor KK
Alamat
Jenis Kelamin
Usia
Alamat
Besaran
Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala SKPD/UNIT SKPD,
(Nama Jelas)
] § = MRS
Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
2. Kepala Bapppeda Kab. Boalemo
3. Kepala BKAD Kab. Boalemo
x| wave |




LAMPIRAN. 15

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI

BANTUAN SOSIAL

No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah

1

2

3

4

5
Togee [7ee] fps [ sergh [wncor |
riwivl! L




LAMPIRAN. 16

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
(HIBAH IBANTUAN SOSIAL *)
TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD/UNIT SKPD
ALAMAT



KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN
B. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- Rencana/Usulan Program/Kegiatan

- PERMASALAHAN
- PEMECAHAN MASALAH

. PENUTUP

- Kesimpulan

- Saran

LAMPIRAN — LAMPIRAN
*) pilih salah satu

(sesuat format bawart inij
No Lembaga Uraian Anggaran Keteran
‘ Program/Kegiatan (Rp) gan
1 1 |
- Realisasi Program Hibah/Bansos*)
(sesuai format dibawah ini)
i\io ‘ Lstibags Uraian | Anggaran lReaHsasi‘ Saldo | o
) Program/Kegiatan (Rp) (Rp) (Rp g
C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN SECARA UMUM
- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG
MENUNJANG PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

4
MABUS i

i 8a | oofsmanes
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LAMPIRAN. 17

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL YANG

TIDAK TERENCANA
KOP SKPD/UKPD
MO 3§ emtsiatiee 0 ssemesesesssemeiemsrasnaaes 20...
SHEE =00 f csshsersemesasenes
Lampiran P esmmsmmmesnsammmamy Kepada
Hal : Surat Usulan RKB Bantuan
Sosial Yang Tidak Yth. Kepala BKAD Kab. Boalemo
Terencana

Di
Tilamuta

Sesuai dengan Surat usulan dari Individu/keluarga atau surat
usulan dari kepala SKPD/Unit SKPD, dengan ini saya mengajukan RKB
Bantuan Sosial yang tidak Terencana Atas :

Nama

NIK/Nomor KK

Alamat

Jenis Kelamin

Usia

Alamat

Besaran

Nomor Rekening

(dalam hal lebih dari satu penerima dapat dibuat lampiran)

Berdasarkan hasil verifikasi, nama tersebut di atas dapat diberikan
Bantuan Sosial yang tidak terencana.

Demiklian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SKPD/UNIT SKPD

NAMA JELAS
MR, iviiemnavonsvevin vasssmes

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo

2. Asisten Perkeonoian dan Keuangan Setda Kab. Boalemo
3. Inspektorat Kabupaten Boalemo

HAD/EA Qi ASS s i !
l E 333 i usnlx:k | WABL= i
i
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LAMPIRAN. 18

SURAT PENYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN SPP-LS HIBAH/BANTUAN SOSIAL
/HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NEBE st o o o sesi s o

Jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit SKPD *)
SKPD /UL SKEPD : viininsrnsonsorsrssanapossssossnsasnnssonsvasssoesonssonmsnse

..............................................................

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi pengajuan SPP-LS nomor

.. Sehecar Rp ceee. yang d H19111119n nleh Rendahara Dnﬂgp]nnrnn / Rendahara

s avatasaias

Pengeluaran Pembantu *) untuk keperluan permintaan pembayaran hibah /bantuan
social /Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik *) beserta bukti kelengkapannya
sebagaimana checklist terlampir.

Al y nt+ Da Tk e Ailiint caaharnt AAacas mamsrrass QDRI T C vyt
]J\ul].l‘_.ll.uull uulﬂl- a \-l ll‘)' ﬂ.Lﬂ.ull llll u‘uuu‘. \)\Juﬂsul AL CLL lJ\.tll‘y luyml AL OLVL LM LALLL

keperluan pembayaran hibah/bantuan social ¥)

Tilamuta, .......coovvvvvennnns
Pejabat Penataushaan Keuangan
SKPD/Unit SKPD

..........................

*  pilih salah satu

o e
iz

"3[3 o Fﬂ ?- waBL" |
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CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
HIBAH

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kode Rekening
Uraian Kode Rekening

Nomor SPP-LS
Nilai SPP-LS
Terbilang
Kelengkapan Dokumen SPP-LS
No. Kelengakapan Dokumen Sesuai Tidak Sesuai

1 DPA/DPA-SKPD

Surat usulan pencairan hibah dari calon
penerima Hibah

3 | Keputusan Bupati tentang Daftar penerima

hibah
4 | NPHD
5 | Pakta integritas hibah dari penerima
6 | Fotocopy Rekening bank yang masih aktif

Mengetahui :
TR, acsnsismmmn dr st mramsmi sy
Pejabat Penatausahaan
Keuangan
Petugas Verivikator SKPD/Unit SKPD *)
NIP NP

ragac !ﬂm g =l
sofon 1 fumon h?l eexgie { emaus
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CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BANTUAN SOSIAL

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kode Rekening
Uraian Kode Rekening

Nomor SPP-LS
Nilai SPP-LS
Terbilang
Kelengkapan Dokumen SPP-LS
No. Kelengakapan Dokumen Sesuai Tidak Sesuai
|1 | DPA/DPA-SKPD

2 | Surat usulan pencairan Bantuan Sosial .
3 | Keputusan Bupati tentang Daftar nama

penerima bantuan social berupa uang ataua

barang
4 | Pakta integritas hibah /bantuan social *) dari

penerima

5 | Fotocopy Rekening bank yang masih aktif

Mengetahui :
Tilamuta. ... S R R
Pejabat Penatausahaan
Keuangan
Petugas Verivikator SKPD/Unit SKPD *)
& AR

o

L
ot orphed 89 WABLE |
n |
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Hal

LAMPIRAN. 19

(SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL)

: Usulan Permohonan
Pencairan Hibah /Bantuan

Kepada

Yth Kepala SKPD/Unis SKPD (contoh

Kepala Dinas Sosial Prvonsi Kab.
Boalemo

driy

.
1

Tilamuta

Sesuai surat usulan, dengan
permohonan pencairan hibah/bantuan sosial *) atas:

Nama :
NIK/Nomor KK/NIP ;
Jabatan : wn
Nama Lembaga :
Alamat :
Besaran

Nomor Rekening

ini

saya mengajukan usulan

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) Pilih Salah Satu

(Nama Jelas)

**} NID l"‘!}ﬂ‘l nrtnls neamarin "\ Dl1|:\ﬂ+ Damnﬂﬂfﬂ‘ﬂ nnnroh Tain

ivaa AL LALALGAEN y\.—‘;x\;;.ﬂx;l—u e I e

ACLLLL

#% diisi untu Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lain BUMN,

BUMD,BUND, bada lembaga organisasi

MA

MU
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um
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LAMPIRAN 20
CONTOH FORMAT :

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN BELANJA HIRAH

Pemohon R N A R S R AT T s
Nama R R R R T B e e e
Alamat L L Oy R S
No. Telp/Hp. NSO —
Tanggal T Ao e e e R S R ST TR RS RINA

|

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Lainnya
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
Badan atau Lembaga

Ll

Organisasi Kemasyarakatan

Persyaratan (V) :
1. Surat Permohonan

Tandatangan vang berwenang dan cap

Rincian rencana penggunaan dana
2. Proposal
Latar belakang
Maksud dan tujuan
Hasil yang diharapkan
Lokasi pelaksanaan
Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan
Data umum organisasi/lembaga
Alamat lengkap
Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga/organisasi

Rencana anggaran biaya

Nomor rekening bank yang masin beriaku

Nomor NPWP lembaga (bagi yang diwajibkan)

RN NN NEE

Penutup
3. Salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan/Pengurus/Kepala Daerah/ Direksf—
4. Salinan/fotocopy rek. Bank yang masih aktif atas nama instansi/lembaga/ organrsasi

kemsayarakatan/masyarakat/rekening kas umum daerah

5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan (khrosds
untuk kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan BUMN atau BUMD) s

L%Sﬁ %w fes ;*‘Jhm-.r:.:ﬂ
LY. 111 L




6. Surat keterangan domisili lembaga/organisasi dari desa/kelurahan setempat diketahui

oleh camat

|

7. Surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan dari Kantor
Kesbanglinmas Kabupaten Boalemo

8. Salinan/fotocopy Akte Notaris

9. Dokumen Teknis (untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik)

10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh PPKD/SKPD Teknis/terkait

HEEN

*) Disesuiakan dengan syarat — syarat masing — masing penerima hibah

.............................. 20...
(tempat), (tgl/bulan)
Tim Verifikasi PPKD/SOPD
1.Nama R T R Tanda Tangan.........ceeeies.
Nip
2.Nama S T A Tanda Tangan.................
Nip
3.Nama e TTT Tanda Tangan.................

[2foe [ | | oorp [oweu- |
N




CONTOH FORMAT :
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pemohon
Nama

Alamat

No. Telp/Hp. R A R R A e

Tanggal

Bansos Kepada : 1. Masyarakat

2. Kelompok Masyarakat

Persyaratan (V) :
1. Surat Permohonan

Tandatangan yang berwenang dan cap

...........................................................................

............................................................................

Rincian rencana penggunaan dana (Masyarakat/Kelompok Masyarakat)

Jumlah bantuan sosial yang dimohonkan (Masyarakat/Kelompok Masyarakat)

Identitas lengkap pemohon (individu dan keluarga)
2. Proposal

Latar belakang

Maksud dan tujuan

Hasil yang diharapkan

Lokasi pelaksanaan

Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Data umum Masyarakat/Kelompok Masyarakat

Alamat lengkap

Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan kelompok masyvarakat

Rencana anggaran biaya

Nomor rekening bank vang masih berlaku
Nomor NPWP lembaga (bagi vang diwajibkan)
Penutup

OO G

HERNNN

3. Salinan/fotocopy KTP, Kartu keluarga (KK) vang masih berlaku atas nama pemohon

bantuan sosial

4, Salinan/fotocopy rek. Bank yang masih aktif atas nama pemohon bantuan sosial

5. Surat keterangan domisili pemohon bantuan sosial dar1 desa/kelurahan setempat

diketahui oleh camat
6. Salinan/fotocopy NPWP lembaga

WABLY
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7. Surat keterangan tidak mampu (unutuk penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat,
bantuan lanjut usia (jompo)

8. Surat rujukan dari Puskesmas/RSUD (bantuan berobat)

9. Salinan/fotocopy Kartu Jamkesmas/Jamkesda atau sejenisnya (bantuan berobat)

10.Pernyataan lain yang ditentukan oleh PPKD/SKPD teknis/terkait

HEpEN

*) Disesuiakan dengan syarat — syarat masing — masing penerima hibah

.................. 20..;
(tempat), tgl/bulan)
Tim Verifikasi PPKD/SOPD
I.Nama T R Tanda Tangan.............
Nip
2.Nama .. Tanda Tangan.............
Nip
3.Nama S A AR RN NN AR R Tanda Tangan.............

‘rmlm.; [ T
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LAMPIRAN. 21
CONTOH FORMAT

REKOMENDASI PENGANGGARAN HIBAH DAN BANSOS
DARI PPKD/SOPD
KOP SOPD

~ Pty (SRl B L Qe et N, ert, [ g [
"“-J.IGJJJ.GJ\ULG.,Lmlgﬁﬂl,uulall,l—dllull’

Nomor ; Kepada :
Lampiran : Yth, Bupati Boalemo
Perihal : Rekomendasi hasil C.q. TAPD Kabupaten Boalemo
Evaluasi proposal di
Tilamuta

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan
(proposal) belanja hibah/bantuan sosial*) yang disampaikan oleh pihak
ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi
Belanja Hibah/Bantuan Sosial*), dengan ini kami merekomendasikan
proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan
pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan

TYATYOAITY ITHATY

TAT
nArpuy narpw

m.o Tt ... B i i i e B RN e, S
lallull nuggalmx ........... |Uallial 1Chap

reiubaliian
terlampir)

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PPKD/KEPALA SOPD

ARTARNST A

INALVIA

NIP
*dapat diseuaikan dengan peruntukan baik hibah dan bansos dalam bentuk uang

maupun barang dan jasa dalam APBD atau APBD Perubahan
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CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG*

l I BESARAN/ |
| URAIAN ALAMAT :
NO | NAMA CALON JUMLAH | NILAI YANG |
USULAN | PENERIMA
DISETUJUI
— | |
i
Dst J

PPKD/KEPALA SOPD

NAMA

RITTY
N1

| xagac oo
LY THTE

g
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CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA*

REKOMENDASI
URAIAN ALAMAT JUMLAH
NO | NAMA CALON JUMLAH  JUMLAH
USULAN | PENERIMA UNIT
UNIT (Rp)
=
1
2
3 Dst

PPKD/KEPALA SOPD

NAMA

ARTTTY

i

*Format dapat disesuaikan dengan usulan hibah dan bansos baik dalam bentuk uang

maupun hibah dan bansos dalam bentuk barang dan jasa.
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